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ABSTRAY

Penelitian dengan pendekatar kuantitatif dan kualitiatif ingin mengetah
kelayakan pembentukan kecamatan Kota Mojokerto, Dari hasil penelitian
menuttfukkan bahwe dengan mempertimbangan 20 (dua pulub) indikator Wans
dipersyaraikan oleh PP 19 tahun 2008 mendapatian total nilai davi selundh inditator
sebesar 351.35 dalam Kategori wmampu dan direkomendasikan wntyl dibeniui;
kecamatan barw., Selain kajian akademik Koig Mojokerto direkomendasiiun dibeniyk
kecamatan baru. Kondisi penbentukan kecamaian baru didukung oleh berbagai pifak

terubama yang menjadi stakeholders seperii

sefentpat.

legisiafif, eksekutif dav tokok masyarakas

Kata kunci: pemekaran kecamatan, kelayakes

ABSTRACT
Research with qualitative and quantiative spproach o know the feasibilisy
of the forming a sub disirict in the municipal of Mojokerio. Research resuits BY using
20 indicators as required by government vegulation (PP} 19/2008 io get the ioie

value of 351.35 in the calegory of abie and

recommiended for the new sub district was

formed. Besides this academic study, the formation of new sub districts 1was alse
supported by various stakeholders such as legislative,executive and the local com-

wrunity leaders,

Key words : formation of district, feasibilisy,

FENDAHULUAN

Pemberiakuan otonomi daerak
memberi ruang yang semakin besap
terhadap ruang partisipasi masyaraka:

dalam perencanaan, penyusunan dan

implementasi program pembangunan. Hal
ini sesuiai dengan hakekat otonomi daerah
yang ingin mewujudkan tata pamong
{governance) yang demoirtis, {ransparar,
akuntabel, responsive. Oleh karena it
partisipasi masyarakat merupakan motor
utama dalam otonomi daersh dan veran
pemerinizh daerah lebih berorientasi pads
penciptaan lingkungan sosiai yang

%) Peneliti Balithang Provinsi Jawa Tinmar

kondusif sagi masyarakat yang sedang

Fenyelengearaan otonomi daeral;
berdasarkan Undang Undang 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
ternyata paling tidak memiliid 3 (Hga) hat
implikasi. Pertama, implikasi yang
signifikan tentang upava atau langhkal
resirukturisasi kelembagasn. Eksisienst
kelembagaan akan dilikuidas: atau
ditingkatkan statusnya sebagai daorsh kot
Yang secara administratif bevada dibawsh
fanggungawab Pemerintah Kota, Kedue,
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implikasi yang signifikan tentang political
will masyarakat bersama Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD untuk
memekarkan wilayah termasuk pemekaran
kecamatan. Ketiga, implikasi yang
siginifikan berkenaan dengan kesiapan
Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai
daerah otonom yang benar-benar mandiri
{selfstanding).

' Rencana pemekaran wilayah
berdasarkan UU No, 22 tahun 1999 dan
telah diperbaharui dengan UU No.32 tahun
2004 jo Peraturan Pemerintah No. 129
Tahun 2000 tentang Persyaratan
pembentukan dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah,
kemudian diubah lagi PP No. 19 tahun
2008 tentang kecamatan, bahwa secara
yuridis sangat dimungkinkan. Pemekaran
wilayah kecamatan tidak semata-mata
pemisahan wilayah administratif atau
pertimbangan letak geografis, tetapi
dampak sosial ekonomis dari pemekaran
wilayah itu bagi masyarakat. Tujuannya
untuk memacu pertumbuhan ekonomi,
percepatan pembangunan, dan pelayanan
publik, sehingga kantong-kantong
pertumbuhan ckonomi tidak terpusat di
daerah tertentu, supaya terjadi pemerataan
ekonomi yang bermuara pada tingkat
kemakmuran masyarakatnya.

Pemekaran wilayah dengan
terbentuknya kecamatan baru, tentu
membawa konsekuensi tersendiri bagi
pemerintah daerah, terutama alokasi dana
APBD untuk membiavai insfrastrukiur di
kecamatan baru tersebut. Pemekaran
kecamatan adalah untuk meningkatkan

dan mendekatkan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat, dengan jumlah
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penduduk yang besar, maka pelayanan
yang diberikan tidak bisa maksimal. Selam
itu yang menjadi pertimbangan pemekaran
wilayah kecamatan bukan hanya masalah
luas wilayah dan jumlah penduduk saja,
namun ada pertimbangan lain seperti
sumber daya alam, potensi yang dimiliki
serta kultur masyarakat (hitp://
www.pikiran-rakyat.com/cetak/ 0104/
30/0406.htm). Dengan terbangunnya
prasarana infrastrukiur vital bagi publik,
seperti : kantor kecamatan, Puskesmas,
pasar, terminal, fransportasi, sekolah, serta
penyederhanaan birokrasi sepertl
perizinan, akan memacu investor
menanamkan modalnya. (BEddy Harsono,
http:/ /wiww suaramerdeka. com}.

Berbagai pendapat mengena:
pemekaran kecamatan berkecenderungan
berdampak positif seperti
meningkatkan  pelayanan  serta
kesejahteraan masyarakat, namun hal ini
diperlukan pengkajian yang mendalam
{http:/ / www, buleleng.go.id). Dalam
pemekaran wilayah kecamatan yang paling
substansial adalah pertimbangan semata
memaksimalkan percepatan pembangunan
dan pelayanan publik yang mempunyai
dampak pada perkembangan ekenomi di
wilayahnya.

Permasalahan yang timbul dari
usulan pemekaran wilayah kecamatan di
Kota Mojokerto berkaitan dengan kelayakan
kemampuan wilayah kecamatan yang
dimekarkan di dalamnya, meliputi
persoalan: luas wilayah, jumlah penduduk,
sumber daya alam, kultur masyarakat,
sumber daya aparatur, sumber pendanaan;
persoalan political will seluruh unsur warga
masyarakat maupun kekuatan-kekuatan

untuk
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politik di Kecamatan yang dimekarkan;
persoalan eksternalitas dar! rencana
pemekaran kecamatan terhadap aspek
kemudahan pelayanan publik.

Kota Mojokerto yang terdiri dari dua
(2) kecamatan yaitu Kecamatan
Prajuritkulon dan Magersari, yang terdiri
dari 18 kelurahan sangat pertu dipikirkan
tentang kescjahteraan masyarakainya dan
efektivitas serta efisiensi terhadap
pelayanan publik, Oleh karena itu agar
kesejahteraan masyaraka: dan pelayanan
publik dapat terjangkau oich masjra.fakat,
Perlu dicari solusinya melaiui pemekaran
kecamatan baru,

Terlepaz  dari ditemukannysz
polarisasi dan pandangan-pandangan
yang pro dan kontra mengenai isu
petnekaran kecamatan di Kota Mojokerro.
Pada sisi lain terdapat persoalan lain yang
esensial dan urgen untuk dicermati
bersama, yaitz minimnya ketersediaan
informasi data berupa kajian-kajian
akademis. Dengan tiadanva atau minimnyz
kajian-kajian akademis tentang pemekaran
wilayah kecamatan, maka terlaly sulit
untak menyimputkan gardbaran persoalar:
pemekaran kecamatan secara kompre-
hensit. Persoalan pemekaran kecamatan,
nantinya akan disesuajkan dengan
perkembangan pembangunan di daerah
yang menuntut pemekaran wilayah atau
dengan kata lain disesuaikan dengan
dinamika berbagai segi kehidupan
masyarakat diwilayah kecamatan yang
dibentuk. Apakah Kota Mojokesto yang
terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu
kecamatan Prajuritkulon yang terdiri dari
8 {delapan) kelurahan dan Magersari yang
terdirt dari 10 (sepuluh) kefurahan layak

untuk dibetuk menjadi beberapa kecamatar: |

ataukah tidak?, Dengan demikian maka
persgalan pembentukan kecamatan
hendaknya perfu ditanggapi secara positf
dengan kajian ilmiah atau akademik yang
bersifat normatif. Kajian akademik harus
dilihat dari segala aspek dan diperlukan
semata-mata untuk kepentingan pelayanan
publik yang melayani lebih kurang 113,193
jiwa. Untuk melihat apakah Kota Mojokerio
layak tidaknya dibentuk memjadi beberapz
kecamatan harus dikaji dergan instrumen
normatif sesuai diamanatkan Feraturan
Pemerintah (PP} 12% tahun 2000 Fang
kemudian diubah dengan PP 19 tahun 2008
tentang kecamadar;,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
permasalahan yang hendak difeliti dalem
penelitian ini adalah: a. Faktor-fakeor dan
indikator apa saja yang menjadi tolok uler
dalam penjajagan kebutuhan pembentikan
kecamatan? b.Bagaimanakak kelayakan
pembentukan kecamatan Kota Moickersn
dengan menggunakan instrumen PP 18
tanun Z{H8?

Kerangka  Pikiz Kebijaican
Fembentrican
Usulan pemekaran w ilayak

kecamatan yang diajukan oleh Pemeriniah
Kota Mojokerto serta daerah-daerah lammoya
harus dianalisis secara komprehensit,
Kebijakan pemekaran daerah, ataupus
pembentukan kecamatan baru harus dapat
memberikan kontribusi yang maksimal bagi
kepentingan masyarakat {publik), baik itx
kepentingan publik Kota Mojokerto secars
keseluruhan maypun kepentingan pubiik
kecamatan yang akan dibentuknya.
Kepentingan int mencakup baik dibidang

ekonomi, politik, keamanan dan yang

RS



paling utama adalah kepentingan
pelayanan publik,

Flaborasi analisis kerangka pikir
kebijakan pembentukan wilayah
kecamatan, yang hendak dilakukan dalam
kajian ini, meliputi: 1. Kebijakan
pembentikan kecarnatan: perkembangan
dan proses kebijakannya; 2. Limitasi
normatif dilakukannya kebijakan
pembentukan kecamatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; 3. Faktor
dan indikator yang menjadi tolok ukur
penjajagan  kebutuhan pemekaran
kecamatan; 4. Untuk mengetahui kelayakan
pembentukan kecamatan Kota Mojokerto
baik kecamatan induk dan kecamatan yang
akan dibentuk; 5. Mengidentifikasi
kelayakan pembentukan kecamatan
sebagai bahan rekomendasi pengambilan
keputusan tentang pembentukan
kecamatan.

Kebijakan pembentukan
Kecamatan: perkembangan dan
proses perumusan kebijakannya
Regulasi berupa UU No. 32 tahun
2004 tentang otonomi daerah maupun PP
No. 129 Tahun 2000 dan secara teknis
ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur
Nomor 138/6489,/011/2001 tanggal 27
Juni 2001 tentang Pedoman Pembentukan
Kecamatan. Kemudian regulasi tersebut
diubah dengan PP 19 tahun 2008 tentang
kecamatan membawa konsekuensi
terhadap wilayah yang lebih kecil dari
sebuah wilayah otonom, baik itu
Kabupaten maupun kota. Dalam
menyelenggarakan pemerintahan agar
lebih efektif dalam mermnberikan pelayanan

publik, maka dengan adanya dinamika
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tuntutan kebutuhan pelayanan publik dari
masyarakat dengan sendirinya akan
mendorong kebutuhan pemekaran wilayah
kecamatan. Wacana publik dan kajian-
kajian akademis yang ada juga sangat kuat
menempatkan peran daerah sebagai
variabel utama munculnya inisiasi
pemekaran daerah termasuk di dalamnya
pemekaran kecamatan. Dalam wacana
publik dan kajian akademis tersebut antara
lain diuraikan beberapa alasan utama
mengapa sebuah daerah berinisiasi untuk
melakukan pemekaran daerah (Pratikno,
Hasrul Hanif, 2006), yaitn: 1). Kebutuhan
untuk pemerataan ekonomi daerah.
Menurut data IRDA (Indonesia Rapid
Decentralization Appriasal), kebutuhan
untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan
paling populer digunakan unfuk
memekarkan sebuah daerzh. 2). Kondisi
geografis yang terlalu luas. Banyak kasus
di Indonesia, proses delivery pelayanan
publik tidak terlaksana dengan optimal
karena infrastrukiur yang tidak memadai.
Akibatnya luas wilayah yang sangat luas
membuat pengelolaan pemerintahan dan
pelayanan publik tidak efektif.
Pembentukan suatu kecamatan
menjadi dua atau lebih kecamatan diatur
dalam sebuah regulasi yaitu Peraturan
Pemerintah No. 19 tahun 2008 terutama
pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa
pembentukan Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pemekaran 1 {satu) kecamatan menjadi 2
(dua) kecamatan atau lebih, dan/atau
penyatuan wilayah desa dan/atau
kelurahan dari beberapa kecamatan.
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Syarat Pembentukan Kecamatan
Pembentukan Kecamatan

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19
tahun 2008, pada Pasal (2) harus
memenuhi syarat adminsitratif, teknis, dan
figik  kewilayahan.  Persyaratan
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan
pada peraturan pemerintah tersebut,
dijelaskan:

a. Syarat administratif pembentukan
kecamatan, pada Pasal (4) dijelaskan,
bahwa:

1) Batas usia penyelenggaraan pemne-
rintahan minimal 5 (lima) tahun;

2) Batas usia
pemerintahan desa danfatau
kelurahan yang akan dibentuk
menjadi kecamatan minimal 5
(lima) tahumy;

3) Keputusan Badan Persmusyawa-
ratan Desa (BPD) atau nama lain,
untu Desa dan Forum Komunilasi
Kelurahan atau nama lain untuk
kelurahan di seluruh wilayah
kecamatan baik yang menjadi calon
cakupan wilayah kecamatan baru
maupun kecamatan induk tentang

peny glenggaraan

persetujuan pembentukan
kecamatan;
4) Keputusan Kepala Desa atau nama

lain untuk Desa dan Kepuiusan
Lurah atau nama lain untuk
kelurahan di selurah wilayah
kecamatan baik yang akan menjadi
cakupan wilayah kecamatan baru
maupun kecamatan induk tentang
persetitjuan pembentukan
kecamatan;
5 RekomendasiGubernur.

b. Syarat fisik kewilayahan (pasal 5)
meliputi cakupan wilayah, lokasi calon
ibukota, sarana dan prasarana
pemerintahan, yaitu:

1) Cakupan wilayah (pasal b ayat (1.
bahwa untuk daerah kabupaten
paling sedikit terdiri atas 10 desa/
kelurahan dan untuk daerah kota
paling sedikit atas 5 desa/
kelurahan

7) Lokasi calon thukota (pasal 6 ayat
(2), memperhatikan aspek tata
ruang, ketersediaan fasilitas,
eksesibilitas, kondisi dan letak
gografis, kependudukan, sosial

ekonomi, sosial politik, dan sosial
budaya.
3) Sarana dan prasarana

pemerintahan , disinggung dalam
Pasal 6 ayat (3), meliput: bangunan
dan lahan untuk kantor camat yang

dapat  digunakan  untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

4) Persyaratan teknis (pasal 7 ayat (1)
meliputi: a. Jumlah penduduk; b.
Luas wilayah; ¢. Rentang kendali
penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan; d.
perekonomian; e. Ketersediaan

aktivitas

sarana dan prasarana
Penilaian syaxat teknis
pembentukan kecamatan

Faktor dan indikator pembeniukan
kecamatan berdasarkan Xketentuan
Peraturan Pemerintah No 19 th 2008,
ditetapkan sebagai berikut: 1. faktor
penduduk dengan indikator jumlah

© penduduk, 2. faktor luas daerah dengan
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indikator a. luas wilayah keseluruhan, b.
luas wilayah efektif yang dapat
dimanfaatkan Faktor rentany kendaii
dengan indikator a. Rata-rata jarak
kelurshan ke pusat pemerintahan
kecamatan b, Rala-rata wakty petjalanan
ke pusat pemerintahan kecamatay,, Fakior
akfivitas perekonomian dengan indikator
a. jumlah bank, b. Lembagz keuangan ron
bank c. Kelompok pertokoan 4. jumlak
pasar. Fakior ketersediaan sarana dan
prasatana dengan indikator a. Rasio
Sekolah Dasar Per penduduk usiaSekolah
Dasar, b. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkal
Pertama Per Penduduk Usia Sekolah
Lanyutan Tingkat Pertarna , c. RasioSekoiak
Lanjutan Tingkat Atas PerPenduduk Usia
Sekoluk Lanjutan Tingkat Atas, ¢. Rasio
tenaga medis per penduduk; e, Rasic
fasiiitas kesehatan per penduduk; f.
Pemerﬂamﬂmhmngga}rangummpunﬁi
kendaraan bermotor atau perahu motor
atau; g. Persentase pelanggan listrik
terhadap jumish rumah tanggs kapal
motor; i, Rasic panjang jalan terhadap
jumiah kendaraan bermotor: . Rasio sarans
Peribadatan per penduduk; v, Rasio
fasilitas lapangar. clahraga perpenduduk:
k. jurnlah balai pertermunes,

METODE PENELITIAN '
Fenelitian ini merupakan studi yang
bersifat penjajagan untuk kebutuhan
pembentukan wilayah di dua kecamatan
induk, meliputi kecamatar: Prajuriticalon
dan Magersari, Pemerintahan Kota
Mojokerin, Data informasi yang dibutublkan
dalam studi perjajagan ini, merupakan
datz grounded yang disesuaikan dengan

ketentuan yang dimaksud di dalam -
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Peraturah Pemerintah Nomor 19 tahun
2008 tertang Kecamatan,

Lokasi penelitian ini berada di duz
kecamatan di wilayah Kota Mojokerto,
pada masing-masing kecamatan induk
yaitu kecamatan Prajuritkulon dan
Kecamatan Magersari. Kecamatan
Prajuritkulon terdiri dari 8 {delapan}
kelurahan, yaitu Kelurahan Sorodinawan,
Kelurahan Kranggan, Miji, Frajuritkulos,
Blooty, Mentikan, Kaumer dan Kelurajhen
Pulorejo. Sedangkan Kecamatan Iapersar!
terdiri dari 10 (sepuluh) keiurahan, yait:;
Kelurahan Meri, Gunung Gedangan,
Kedundung, Balongsari, jagalan, Sentana,
Purwotengah, Gedongan, Magersari dan
Kelurahan Wates. Sampel penelitian
penelitian ini ditentuican secara purpaosgive,
yaite meliputi: 1, Pejabat perangkas
kKelurahan, anggots Lembaga
Femberdayaan Masyarakat Kelurahas
{LPMK) dan tokoly masyarakat kelurahar,
di masing-masing wilayah kecamatar.
Untok jumiak sampel dari perangkat
reiurahan, LPME, Tokof masyarakat di
masing-masing kelurahan, ditentukan
sepesar: 1 orang, Schingga jumiah samps]
unfuk seluryh kelurahan yang berjumlah
18 kelurahan sebanvak 180 orang; 2.
Pejabat pemerintah di lingkungarn
penwriah Kota Mojokerio yang terdiri dart
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Kependudukar, Dinas Pendidikan,
Bappeko Kota Mojokerto, Dinas Kesehatan,
CamatMagersaﬁ;C‘anutFra;uriﬂhﬂmdm
Iingkungan Sekretariat Pemkot Mojokerio
yangm&]iputil(ahag}jemﬂiniahmﬁbag
Perekonomian. Tumlah nara sumber derd
dinas/instansi sebanyak 9 orang; 3.
Lingkungan DPRD Kota Mojokerto yang
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membidangi pemerintahan vaite komisi [
sebanvak 7 orang.

Data utama yang dipertukan daiam
peneiitian ini adalah data primer maupun
data sekunder. Data primer diperoleh
dengan wawancara dan observasi. Data
informasi tersebut dilakukan pencocokan
dengan sumber data lain vang mernilikd
pengetahuan vang cukup tentang informasi
tarsebut dengan menggunakan teknik
triangeulasi. Data sekunder digali dari
sumber yang relevan seperti Data
Kecamatan, Data Kelorahan, Badan Pusat
Statistik {BPS), Badan Perencanaan
Fembangunan Kota Mojokerto, dem baden/
dinas/ instansi terkait,

Cara Penghitungan Indikator

Di dalam menetapkan indikator
yang akan dimasulkan kedalam saluan
unit analisis, ' akan dilakukan
penghitungan berdasarkan ketentuan
veriknt: 1)Jumiah Penduduk: Semua orang
yang berdomisili di suate daerah sclama 6
{enam} bulan atau lebih dan atan mereka
vang berdomisili kurang dari 6 (enam)
bulan tetapi bertujuan menetap. 2) .Luas
daerah/Wilyah Keseluruhan: Jumlah luas
daratan ditambah luas lautan. 3) Wilayah
efektif yang dapat dimanfaatkan: Wilayah
yang dapat dimanfaatkan urduk kawasan
udidaya diluar kawasan lindung, 4) Rata-
rata jarak ke Pusat pemerintahan
kecamatan: Jumlah jarak dari desaf
kelurahan ke pusat pemerintahan
kecamatan dibagi jumlah desa/ kelurahan.
5} Rata-rata waktu perjalanan dari
kabupaten/kota atay kecamatan ke pusat
pemerintahan: Jumlah waktu perjalanan
dari kelurahan ke pusat pemerintahan

kecamatan dibagi jumlsh desa/kelurahan,

+ jumnlah bank: Jumilah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat daiam
bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentok kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
Tangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. 7) Lembaga keuangan non bank:
Jumlah badan usaha selain bank, meliputi
asuransi, pegadaian, dan koperasi. 8
Kelumpok pertokoan: Sejumlah toko vang
terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko
dan mengelompok. Dalam satu kelompok
pertokoan bangun Bsiknya dapat lebih dari
sat 9} Jumlah pasar: Prasaraca fisik vang
Khrasus dibangun untuk tempat pertemnuan
atara penjual dan pembeli barang dan jasa,
yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap
hari. 10) Rasio 8D per penduduk usia SD:
Jumlgh SD dibagi jumlah penduduk usia
7-12 tahun. 11) Rasio SLTF per penduduk
usia SLTP: Jumlah SLTP dibagi jumlah
penduduk weia 13-15 tahun. 12) Rasic
SLTA per penduduk usia SLTA: Jumlah
SLTA dibagi jumiah penduduk usia 16-18
tahun. 13) Rasio tenaga medis per
penduduk: jumlah dokter, perawat, dan
mantri kesehatanh dibapl jumlah
penduduk. 14) Rasio fasilitas kesehatan per
penduduk: Jumlah rumah sakit, remah
sakit bersalin, poliklinik baik negeri
maupun swasta dibagi jumlah pendudule
15) Persentase rumah tangga yang
memipunyai kendaraan bermotor atan
perahu motor atan kapal motor: fumnlah
rumah tangga yang mempunyai kendaraan
bermotor atau perahu motor atau kapal
motor dibagi dengan jumlah rumah tangga
dikali 100. 16} Persentase pelangga listrik

' terhadap jumiah rumah tangga: Jumlah
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rumah tangga yang menggunakan listrik
PLN dan non LN dibagi jumlah rumah
tangga dikali 100. 17) Rasio panjang jalan
terhadap jumlah kendaraan bermotor:
Jurnlah panjang jalan dibagi juinlah
kendaraan bermotor. 18] Rasio sarana
peribadatan per penduduk: fJumlah masjid,
gereja, pura, vihara dibagi jumlah
penduduk. 19) Rasio fasilitas lapangan
olah raga per penduduk: Jumiah lapangan
bulu tangkis, sepakbela, bola volly, dan
kelam renang dibagi jumlah pendudule 20)
Balai pertemuan: Tempat yang digunakan
untuk pertermuan masyarakat melakukan
berbagai kegiatan interaksi sosial

Penilaian

Penilaian yang digunakan untuk
pembentukan kecamatan baru, maupun
kecamatan lama berdasarkan persepsi
pihak yang berkompeten, dengan 5 palihan
jawaban yang masing-masing jawaban
memiliki sker=1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap
indikator-indikator sebagaimana disebut-
kan pada subbab 3.4. di atas, Berdasarkan
hasil penilaian tersebut kernudian dihitung

Cakrawala Vol. 5 Ma.3 Desentber 2010 : 63- 79
kemudian dikalikan dengan bobot untuk

masing-masing indiketor sebagaimana
nampak pada tabel 1, dan hasilnya
dijumlahkan, yang mernpakan totel nilai,
yang kemmdian dicocokkan dengantabel 2
unttuk memberikan kreteria apakah
termasuk direkomendasikan atau ditolak .
Adapun ramus untuk penilaian jawaban
persepsi masyarakat tersebut adalah
sebagai berikut:
5f = ([ OHE SR HEN

*f
NI = Sj*Bi
TH =¥ (NII+NIZ+NI3+... ... +Nin
Sj = Skor jawal:an masing—masing indikator
f = frekuensi jawaban reaponden
MNI = Nilai masing-masing indikator
Bi - Bobot indikaior
TMN = Total Nilai Indikator

Pembobotan dan Nilai Kreteria
Setiap flakior dan indikalor
mempunyai bobot yang berbeda-beda
sesuai dengan perannya dalam
pembentukan kecamatan. Bobot untuk
masing-masing faktor dan indikator,

nilai masing-masing indikator yang diketahui dalam tabel berikut:
Tabel 1
Bobot Masing-masing Indikator Dalam Pembentukan Kecamatan
No Faktor dan Indikator Babat | 7
1 | Penduduk 0
1. Jumnlah penduduk puil
2 | Luas daerah 10
1. Luas wilayah keseluruhan 5
.| 2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan & :
3 | Rentang kendall 20
1., Rata-rata jarak desa’kelurahan ke pusat pemerintahan 10
kecamatan (ibukota kecamatan)
2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke
pusat 10
pemerintahan {ibukota kecamatan)




Irianto *} Analisis Kelmykan Pemekaran Recamalan ...

Aktivitas perekonomian 10
1. Jumiah bank .
2. Jumiah [embaga keuangan bukan bank z
3. Jumiah kelompok pertokoan 2
4. Jumlah pasar 4
Ketersediaan Sarana dan Prasarana 40
1. Rasio Sekolah Dasar Per penduduk Usia Sekolah Dasar 4
2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama perpenduduk 4
usia SLTP
3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia 4
SLTA
4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk 4
5. Rasfo tenaga medis per penduduk 4
6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan 4
bermotor atau perahu motor atau kapal motor
7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah 3
tangga
8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 3
bermotor
9. Rasio sarana peribadatan per penduduk. 3
10, Rasio fasilitas lapangan ofahraga per penduduk 3
11. Jumlah balai pertemuan 4
Total 100
Kelulusan ditentukan oleh total nilai indikator dengan 5 (lima) kategori,
sebagaimana berikut:
- Tabel2
Nilai Kreteria Dalam Pembentukan Kecamatan
Kategori Total Nilai Heterangan
' Seluruh Indikator
Sangat mampu 420 sfd 500 Rekomendasi
Mampu : 340 s/d 419 Rekemendasi
Kurang mampu 260 sfd 339 Ditolak
Tidak mampu 180 s/d 239 Ditolak
Sangat tidak mampu 100 s/d 179 Ditolak

Berikut penjelasan kategori
rekomendasi maupun penolakan terhadap
hasil penilaian kebijakan pembentiukan
kecamatan: a. Suatu calon kecamatan
direkomendasikan menjadi kecamatan
baru, apabila calon kecamatan dan

kecamatan induknya (setelah pemekaran)

mempunyai total nilai seluruh indikater

dengan kategori sangat mampu {420-500)
atau mampu (340-419); b. Pembentukan
kecamatan ditolak apabila calon kecamatan
atau kecamatan induknya (setelah
pembentukan) mempunyai total nilai
seluruh indikator dengan kategori kurang
mampi (260-339), tidak mampu (180-250)
dan sangat tidak mampu (100-179),
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KELAYAKAN PEMBENTUKAN
XKECAMATAN
Faktor dan Indikator

Pada bagian ini diuraikan kelayakan
pembentukan Kecamatan Kota Mojokerto,
baik dari aspck potensi demaografi/
kependudukan, potensi geografi, potensi
kelembagaan, potensi ekonomi, potensi
wilayah dan aspek fasilitas pelayanan.
Unruk melihat apakah kecamatan-
kecamatan di Xota Mojokerto layak atau
ridak lavak uniuk dibentik kecamatan baru
dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan
Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon
menjadi beberapa kecamatan. Instrumen
serupa PP No. 19 tahun 2008 tentang
digunakan untuk
mencniukan apakah dapat atauw fidak
dibentuk beberapa kecamatan baru.

Berdasarkan penilaian yang diberi-
ken oleh nara sumber yang mempunyai
peranan penting dalam pengambilan
kebijakan seperti Badan Perencanaan dan
Fembanganunan Eota Mojokerto, Dinas
Pekerjaan Urmammn, Dinas Pendidikan, Dinae
Kependudukan, Dinas Kesehatan, bagian
ekonomi Pemerintah Kota Mojokerto,
bagian Pemerintahan Pemerintah Kota
Mojokerto, DPRD terutama komisi 1 yang
membidangi pemerintahan dan di dalam
melaksanakan kebijakan kelurahan
seternpat, para tokoh masyarakat masing-
masing keluruhan. Selain mereka sebagai
para sumber yang mempunyai peran di
dalam pengambilan kebijakan dan mempu-
nvai peran dalam pelaksanaan kebijakan
juga mereka mengetahui perkembangan
maupun situasi kelurahan setempat.

Berbagai indikator pembentukan

kecamatan dapat

kecamatan sesuai dengan PP 19 Tahun
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2008 tentang Fecamatan adalah meliputi:
1. penduduk yaitu sub indikator fumlah
penduduk; 2. indikater loas daerah yang
meliputi sub indikator luas wilayah
keseluruhan, Iuas wilayah efektif vang
dapat dimanfaatkan; 3. indikator rentang
kendal: vang meliput sub mdikator rata-
rata jarak keselurahan ke pusat
pemeriniahan, sub indikalor rala-rata
waktu perjalanan dari kelurahan kepusat
pemerintahan; 4. indikator aktivitas
perckonomian meliputi sub indikator
iumlah bank, jumlah lembaga keuangan
pukan bank, jumlah kelompok pertokoan,
jumlah pasar; 3. indikator ketersediaan
sarana dan prasarana yang meliput sub
indikator rasio sekolah dasar (5D) per-
venduduk usia 8D, rasic SLTP per-
penduduk usia SLTP, rasio SLTA per-
penduduk usia SLTA, rasio fasilitas

‘keschatan per-penduduk, rasio tenaga

medis per-penduduk, persentase rumah
tangga yang mempunyai kendaraan
bermotor, persentase pelanggan listrik
terhadap jumilah rumah tangga, rasio
parjang jalan terhadap jumiah kendaraan
bermotor, rasio sarana peribadatan per-
penduduk, rasio fasilitas lapangan
olahraga per-penduduk dan jumlah balai
perteniuan.

Data yang kami peroleh vang
kemudian dirumuskan berdasarkan faktor
dan indikator sesuai dengan PP No 19
Tahun 2008 tentang kecamatan tersebut

menghasilkan berbagai hal sebagai berikut:
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1. Faktor juunlah penduduk pada dva

kecamatan yaitu Magersari dan
Prajuritkuion dapat diperclsh
penilaian sebagai berikut. Untuk
indikator penduduk mempunysi total
skor 728, dengan rata-vata sker 3,83
dengan bobut penllaian 20 mempercich
nilai sebanyak 76,63

Faktor luas daerah yang meuliputi

indikator:

a. Indikator luas wilayah
kescluruhan mempunyai totsl skor
694, dengan demikian rata-rata 3,65
, dengan bobot penilaian
memperoleh nilai sebanyak 18,26.

b Indikator luas wilayah efekst yang
dapat dimanfaatkan mempunyai
total slkor sebesar 684, dengan rata-
rata skor 3,50 dengan bobot
penilaian 5 memperoleh nilai
sebanyak 18.00.

Faktor rentang kendali yang meliputi

indikator:

a. Rata-rata jarak keseluruhan
kelurzhan ke pusat pemerintahan
kecamatan (ibu kota kecamatan)
mempeioleh total skor sebesar 683,
dengan demikian rata-rata skor 3,59
dengan bobot 10 maka mempercleh
nilai sebanyak 25,55,

b. Rata-rata waktu perjalanari dari
keluruhan ke pusat pemerintahan
kecamatan memperoleh total skor
402, dengan demikianrata-rata skor
2,12, dengan bobot penilaian 10,
makaz sub indikator ini mempero
nilai 21,746. '

4.

.{i. Indikator
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Faktor aktivitas perekonomian yang

meliputi indikator:

a Indikator jumiab bank/BFR
memperaleh total sleor 70, dengan
rata-rata skor 3,68 dengen bobot
penilaian sebesaz 2 memperoleh
nilai 7,37,

b Indikator jumlah lembaga
keuangan non bark berupa
asuransi, koperasi. Indikator
jumlak lembaga keuangan non
bank berzpa asuransi dan koperasi
ini memperoleh total skor 652,
dengan rata-rata skor 3,68, dengan
bobot penilaian sebesar 2
memperoleh nilai scbesar 7,35,

c. Indikator jumlah kelompok
pertokoan. Indikator jumlah
kelompok pertokoan memperoleh
total skor sebanyak 677 dengan
rata-rata skor ssbesar 2,56 dengan
bobot penilaian 2, maka dengan
demikian memperoieh nilai 7,13,

jumiah  pasar
mempercleh total skor 692, dengan
rata-rata skor 3,64, bobot penilaian
sebesar 4 maka mempercleh nilai
14,57

Faktor ketersediaan sarana dan

prasarana yang meliput indikator:

a. Indikater rasic sekolah dasar (5D}
per penduduk usia sekolah dasar
(SD) baik negeri maupun swasta
memperoleh total skor 702, dengan
rata-rata skor sebaryak 3,69, bobot
penilaiand, maka memperoleh nilai
sebegar 14,78,

b. Indikator rasio SLTP per penduduk
usia SLTP. Jumlah SLTP pada
wilayah Kota Mojokerto baik negeri
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maupun swasta memperoleh total
skor 677, dengan rata-rata skor 3,56,
bebot  penilaian 4. maka
memperoleh nilai sebesar 14,25,
Indiktor rasio SLTA per-penduduk
uzia SLTA mernperoleh total skor
685, dengan rata-rata skor sebesar
3,61, sedangkan bobot penilaian 4,
maka memperoleh penilaian
sebesar 14,47,

Indikator rasio tenaga medis per
penduduk memperoleh total skor
666, dengan rata-rata skor 3,61,
bobot penilaian dengan 4, maka
memperoleh penilaian sebesar
14,02,

Indikator rasio fasilitas kesehatan
per penduduk. Jumlah ramah sakit
vang ada di wilayah Kecamatan
Magersari dan Prajuritkulon, RS
bersalin, poliklinik memperolsh
total skor sebanyak 677, dengdn
rata-rata skor 3,56, porsi bobot
penilaian 4, maka memperoleh nilai
selwsar 14 25,

Indikator persentase rumah tangrra
yang mempunyai kendaraan
bermotor. Jumlah rumah langgs
yang memiliki kendaraan bermotor.
Iindikator ini memperoleh total skor
scbanyak 7135, dengan demikian
rata-rata skor 3,76, porsi bobot
penilaian 4, makamﬂmpemlehmlm
sebesar 15,05,

Indikator perse.ntase pelangean
listrik terhadap jumlah rumah
tangga. Indikator ini mempercleh
total skor sebanyak 727, dengan
rata-rata skor sebesar 3,83, porsi

bobot penilaian sebesar 3, maka
mernperolch nilai sebesar 11,48,
Tindikator rasio panjang jalan
terhadap jumlah kendaraan
bermotor. Indikator rasio panjang
jalan di dua wilayal kecamatan
induk memperoleh total skor
sebanyak 712, dengan rata-rata skor
3,75, bobot penilaian sebanyak 3,
maka mempercleh nilai sebesar
11,24,

Indikator rasio sarana peribadatan
per penduduk. Indokator rasio
sarana peribadatan berupa masjid,
gergja, pura dan vihara memperaleh
tafal skor sebanyak 698, dengan
rata-rata skor 3,67, bobot penilaian
sebesar 3, maka memperoleh nilai
11,02,

Indikator rasio fasilitas lapangan
olahraga per penduduk
mempanyai fasilitas lapangarn olah
raga berupa lapangan bulu tangkis,
lapangan sepak bola, lapangan
bola volly, kolam renang. Sub
indikator fasilitas olah raga ini
memperoleh total skor 674, dengan
rata-rata skor sebesar 3,55,
sedangkan bohot peniliaan sebosar
3, maka rasic fasilitas lapangan
olah raga memperoleh nilai sebesar
1064

Indikator jumlah balai pertemuan.
Indikator balai pertemuan ini
menrperoleh fotal skor sebanyak
678, dengan rata-rata skor sebesar
3,57, porsi bobot penilaian sebesar
4, maka memperoleh nilai sebesar
14,27

Ve



Dua wilayah kecamatan Magersari
dan Prajuritkulon mendapat total nilai
seluruh indikator sebesar 351,35, Dengan
total nilai sebesar itu maka Kecamatan
Magersari dan Prajuritkulon dalam
kategori mampu. Olehkarera itu nilai total
seluruh indikator sebesar 350,84 dapat
direkomendasikan untuk dipecah atau
dibentuk satu kecamaton bara. Dilihat dari
katepori  kreteria
pembentukan kecamatan, nilai total
seluruh indikator sebesar 350,84 terletak
antara 340419 dalam kategori mampu dan
dirckomendasikan untuk dibentuk satu
kecamatan baru. Sesuai dengan PP 19
tahnn 2008 ientang keramatan, maka Kota
Mojokerto yang terdini dari 18 kelurahan
dapat dibentuk satu kecarnatan baru. Hal
ini mengingat PP 19 tahun 2008 tentang
kecamatan terutama pasal 4 pembentukan
kecamatan bafas usia penyelenggaraan
pemerintahan minimal 5 (lima) tahun dan
pasal 6 ayat {1) cakupan wilayah daerah
kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/
kelurahan.

interval dalam

PEMETAAN DUKUNGAN

Dari sisi kajian akademik yang
dilakukan Kota Mojokerto
dimekarkan atau menjadi beberapa
kecamatan, Dukungan para pengambil
kebijakan baik di lingkungsan ekselcutif
meaupun legislatif (DPRD) khususnya
sangat mendukung kalau seandainya
secara kajisan akademik dimungkinkan
dibentuk kecamatan baru. '

Studi tentang kelayakan pembentu-
kan kecamatan di Kota Mojokerto sesuai

lavak
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dengan tolok ukur T 19 tahun 2008
tentang kecamatan bahwa Kota Mojokerto
iayak dibentik kecamatan baru, Kelayakan
tergebut berdasarkan hasil kajian akademik
vang disesuaikan dengan tolok ukur P19
tahun 2008 menghasilkan nilai sebesar
351.35. Angka sehesar itu berarti Kota
Mojokerto mampu dibentuk kecamatan
baru dan berarti direkomendasikan unbak
dibentuk kecamatan baru. Dukungan
tersebut berasal dari berbagai pihak baik
dlari aparatur terbawah, tokoh masyarakat,
LPMEK, DPRD, Dinas/Instansi terkait.
Dengan adanya pernbentukan kecamatan
baru dipandang oleh eksekutif akan
mempercepat proses pembangunan, secara
administrasi dengan dibentuknya
kecamatan baru akan lebih terfokus dalam
mendorong percepatan pembang wnant
Dukungan dana baik dari APED, DAU
imaupun DAK dipandang mencukupi untik
mendukung  proses  percepatan
pembangunan tersebut Selain itu unkuk
percepatan dalam pemekaran akan lebih
efekiifl karena kecamatan merupakan SKPD
yvang bisa menyusun anggaran dan
menyusnn sirategik sendiri.

Selain itu pembentukan kecamatan
baru akan terjadi pemerataan program
pembangunan dan anggaran secara adil
sehingga berdampak pada meningkamya
tingkat kesejahteraan masyarakatnya.?
Selain itu dengan dengan terbentuknya
kecamatar: baru, maka aparat terdepan
pemerintah akan bertambah, diharapkan
permasalahan-permasalahan di tingkat
hawah dapat lebih maksimal penanganan-
niya, hal int yang pada akhirnya kescjah-

Y Pendapai ini dikemukan oleh DPRD, Dinasfinstansi yang dijadikan nara swmber penelition, baik ilu
bhagian perckonomian, pemerintahar, Dinas Pekerfagn Unuom, Diperindag, Camat Magersirt, Camat
Prafurithalon, Badan Pevencanaan dan Permbangunan Kofa Mojokerfo.
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teraan masyarakat dengan sendirinya
dapat meringkat

Tidak berbeda dengan yang lainnya
bahwa dengan pembentukan kecamatan
bary dipandang oleh eksekutif maupun
legislatif pelayanan publik akan meningkat,
Dengan acdanya pembentulan kecamatan
baru, maka span of controf (jarak pelayanan)
akan semakin dekat, dengan demikian
pelayanan  publik  dapat semakin
ditingkatkan,

Disamping ity dampak positif
dengen adanya pembentkan kecamatan
baru adalah masyarakat akan lebik cepat
dalam mengakses adiministrasi dan akses
ekonomi’ Secara ekonomi, kemampuan
Pemerintah Kota Mojokerto untuk
melakukan pembentukan kecamata baru
layak untuk mendapat dukungan
menyingat sarana dan prasarana yang
dimiliki sudah cukup lengkap dan
FPemerintah Kota Mojokerto dipandany
sangal mampu untuk membiayai
pembentukan kecamztan bagy,|

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan

Dari output penclitian yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto
layak untuk ditambah atau dibentuk
kecamatan baru. Pembentukan kecamatan
baru tersebut dengan pertimbangan
percepatan pembangunan, peningkatan
kesejahteraan masayarakat dan percepatan
pelayanan publik yang semakin komflek d

wilayah Kota Mojokerto ini. Berdasarkan
penilaian yang telah dilakukan bahwa
Kota Mojokerto direkomendasi untuk
dibentuk kecamatlan baru, Dengan
kuantitatif dengan
memperfimbangan 20 (dua puluh)
indikator yang dipersyaratkan oleh PP 19
tahun 2008 menunjukkan bahwa dari
seluruh total nilai indikator dimungkinkan
untuk dibentuk kecamatan baru, dengan
total nilai selurah indikator schesar 357,35,
Hasil penclitian yang dilakukan Kota
Mojukerto yang terdiri dari 2 (dua)
keramatan sesnai ketentnan dengan PP
No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan
dengan total nilai sebesar 351,35 dalam
kategori mampu. Oleh karena ifu
direkomendasikan untuk dibentuk
kecarnatan baru

Selain kajian akademik dengan
perhitungan  angka-angka yang
menunjukkan hal yang pesitip bahwa Kota
Mojokerto mampu dan direkomendasikan
dibentuk kecamatan baru. Kondisi seperti
ini didukung oleh berbagai pihak terutama
yang wenjadi stakeholders hasil penelitian
mi. Dukungan tersebut secara kualittatif
berasal dari pihak legislatif yatita DPRD
Kota Mojokerto, pihak ekskutif dan tokoh
masyarakat setempat.

perhitungan

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, kami merckomendasikan: 1.
Kota Mojokerto pada saat ini dapat dibentuk

Y Dertidkcian pandangan positif seperti inf diemukan oleh DPKD, Dhinasfiustanst yang difadiken narg
sumber dulam penelifion ini seperti Dings Pekerjaan Unnim, Camat Magersari, Careat Prajurit Kulon,
Dinas Kepenindukary, Thinas Pendidikan, Badan Perercansam dan Pentbuangunan Kot {Bappekn), Perindag,

bagian perekonomiar, bagian pemerintaharn,

¥ Pandargan positif sepertiing dicemubar olch legislative, dinus/finstanst ypang menfadi nara sumber dalan

penelifs

" Uptnt semacam ini herkembang & linglaan Diras Pekeriaan U
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kecamatan baru, dengan pertimbanggn; (a)
letak ibu kota kecamatan yang lama tetap
menjadi ibu kota kecamatan, (b) berdirinya
kecamatan  baru  harus  tetap
memperhatikan perimbangan perfum-
buhan wilayah baik kecamaten lama
maupun kecamatan baru; 2. Pembentukan
kecamatan baru dengan mengadakan
yegrouping terhadap kelurahan-keluraharn
yang berdekatan yang lebih mempunyal
keterkaitan kepeniingan, dengan
memperhatikan PP 19 tahun 2005 tentang
kecamatan utamanya perscalan jumlah
keluraharn yang diperkenankan untuk
membentuk sebueh kecamnatan baru, Dapat
pula terlebih dahulu melakukan
pembentukan kelurahan-kelorahan baru;3.
Penetapan letak ibu kota kecamatan yang
baru, dilakukan dengan pertimbangan nilat
strategis. Antara ibu kotakecamatan baru
dan ibu kota kecamatan lama diletakkan
dengan pertimbangan nilai strategie
masing-masing dengan berdasarkan
prinsip demokrasi dan keadilan; 4.
Penectapan lokasi calon ibukota wilayah
administresi kecamatan yang baru dengan
memperhatikan aspek tata ruang,
ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, xondisi
dan letak geagraﬁs,képenduduka_m sogial
ekonomi, sosial politik, dan sesial budaya;
5. Pada tahun 2001 diperlukan tindak lanjut
dari hasi] penelitian ini, kedalam agenda
program perencanaan daerah Pemerintah
Kota Mojokerto, dengan melibatkan
berbagai pihak, stake holders, yang
meliputi: Keputusan Forum Komunikasi
Kelurahan, yang melibatkan antava unsur
pihak kelurahan bersama-sama unsur
LPMK (Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan) berkaitan dengan -
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persetujuan pembentukan kecamatan;
Keputusan Lurah tentang pergetujuan
pembentukan kecamatan; &, Melalni
keputusan Walikota dan atas pessetujuan
DPR Xota Mojokerto, agar segera
mengajukan hasil rekomendasi kajian
akademis pemekaran kecamatan
Pemerintahan Kota Mojokerto, kepada
Guberrur Kepala Daersh Pemerintah

ropinsi Jawa Thmur; 7. Perlu ditetapkan
perda tentang wilaysh Lecamatan yang
talah dimekarkan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Di dalam
Peraturan Daerah tersebut didalamnya
memua: pensiapan nama kecamatary;
penetapan nama ibukots kecamatazn;
penetzpan batss wilayah kecamatan;
penetapan nama kelurzhan; penetapan
peta kecamatan dengan batag wilayzhdan
memuat titik koordinat masing~masing
wilayah kecamatan, dari selurnh hastl
wilayah kecamatan vang dibentuk; E.
Konsekuers! pembentukkan kecamatan
baru adalah akan menambah strukier basu,
dan muncuinya sejumlah institnsi
{fasilitas) pelayanan baru (tessedia berbagai
sarana dan prasana) baik itu instansi
vertikal mavpun pemerintahan otonomi
yang menjadi kewenangan pemerintah
Kota Mojokerto. Dengan demikian akan
bertambah sejumiah pejabat eselon untik
mengisi sirukiur baru sertaaparatur yang
mendukung terselenggaranya
kepemeriritzhan kecamatan yang ada. Pada
gilirannya aken membawa konsekuensi
terhadap pendanaan, dalam hal ini berupa
dukungan APBD.
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